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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 –
2021;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

SALINAN



2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 06);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
4. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh
instansi Pemerintah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2016-2021.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah untuk periode  1 (satu) tahun.

8. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
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BAB II
KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

Pasal 2
(1) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program Gubernur.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan

sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai
aspirasi untuk jangka 5 (lima) tahun dan 1(satu) tahun transisi
ke depan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan
mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program
pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang
ditetapkan.

BAB III
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

Pasal 3
(1) Dokumen RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

a. BAB I
b. BAB II
c. BAB III

d. BAB IV
e. BAB V
f.  BAB VI
g. BAB VII

h. BAB VIII

i.  BAB IX

j.  BAB X

:
:
:

:
:
:
:

:

:

:

PENDAHULUAN;
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH;
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH;
INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN;
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH; dan
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4
(1) Gubernur menyusun dan menetapkan RKPD sebagai penjabaran

RPJMD ini.
(2) Gubernur yang sedang memimpin pada tahun terakhir

pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama
periode Pemerintahan Gubernur berikutnya mengacu kepada
RPJMD ini.



5

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 6
(1) RPJMD dapat diubah dalam hal:

a. proses perumusan dan materi muatan yang dirumuskan
dalam RPJMD berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan;

b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
c. merugikan kepentingan Nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup karena:
a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7
Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pasa saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi TTengah Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
DERRY. B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perintah dari Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

RPJMD ini disusun untuk rangka memberikan arah dan tujuan
pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yakni Tahun
2016-2021.  RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi, program prioritas,
arah kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, kebijakan umum dan
program pembangunan daerah, indikasi rencana program yang disertai
kebutuhan pendanaan, serta penetapan indikator kinerja daerah.

RPJMD ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
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Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 76


